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RINGKASAN 

POLITIK EKONOMI DAN KEUANGAN 
 PADA PERATURAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN 

PASCA PENERAPAN  
GERAKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT ISLAM  

Runtuhnya rezim orde baru pada tahun 1998 merupakan oase baru bagi 
perjuangan demokrasi di Indonesia. Salah satu arus balik gerakan reformasi yang bisa 
disaksikan saat ini, selain kembalinya kekuatan Orde Baru dan militer dalam 
panggung politik, juga maraknya gerakan formalisasi syari'at Islam di berbagai 
daerah. Gerakan untuk formalisasi syariat Islam itu di dasari atas mayoritasnya umat 
Muslim di Indonesia. Indonesia sebagai mayoritas penduduknya menganut Agama 
Islam. Sehingga banyak pemerintah daerah di Indonesia yang berani menerapkan 
syariat islam atas dasar otonomi daerah. 

Menurut konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, berdasarkan penjelasan 
dinyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah 
provinsi akan dibagi pula dalam daerah berdasarkan penjelasan Pemerintahan Daerah 
yang lebih kecil. Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI, sebagaimana dimaksud 
dalam UUD 1945. Diterbitkannya Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan dari otonomi daerah, Pemerintah Daerah 
memiliki kewenangan yang luas dalam pengelolaan didaerahnya. 

Jawa timur termasuk di dalam daftar provinsi yang pemerintah kabupaten atau 
kotanya menerapkan Perda Syariah. Jawa Timur sebagai daerah regional yang banyak 
menerapkan peraturan daerah berbasis Agama salah satunya beberapa daerah di 
Madura yaitu Kabupaten Pamekasan. Masuknya Perda syariah atau yang lebih di 
istilahkan dengan Gerbang Salam (Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami) di 
kabupaten Pamekasan telah memberikan arus politik baru dan nuansa baru baik 
ditingkatan elit politik maupun masyarakat biasa, tidak hanya didataran hukum, 
namun simbol-simbol yang berbau Islam pun juga tampil kepermukaan dan bisa 
diakomodir secara baik oleh pemerintah dan masyarakat setempat ketika menentukan 
kebijakan yang bersifat publik baik dibidang politik, Hukum, dan Ekonomi.  

Analisis ekonomi politik terhadap Kebijakan peraturan daerah syariah di 
pamekasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan syariat Islam di Kabupaten 
Pamekasan dengan motto Gerbang Salam (Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami) 
lahir bukan sekedar memandang absolutisme agama Islam semata, namun disana ada 
proses panjang yang melatarbelakangi kenapa agama dipandang perlu disandingkan 
dengan sistem hukum positif yang dipahami minim akan nilai-nilai susila, yang 
menjadi masalah utama di Kabupaten Pamekasan sekarang. Gerbang Salam di 
Kabupaten Pamekasan hanya berbentuk Himbauan dan sebuah Gerakan Kolektif 
tersebut juga termotivasi oleh lahirnya otonomi daerah yang sedikit memberikan 
keleluasaan terhadap pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya 
masing-masing Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten 
pamekasan untuk menunjang kesejahteraan rakyatnya atas dasar inilah kebijakan 
peraturan daerah yang telah ditetapkan atas dasar nilai maslahatan. Semua kebijakan 
peraturan daerah yang ditetapkan telah melalui proses yang didasari pada faktor 
ekonomi politik yang berlaku. Faktor yang pertama atas dasar pengaruh dari daerah 
lain yang juga sama-sama telah menerapkan peraturan daerah dan faktor kedua 
berdasarkan internal kondisi politik dan ekonomi yang ada di kabupaten Pamekasan. 
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SUMMARY 
ECONOMIC AND FINANCIAL POLITICS IN REGIONAL  GOVERNMENT 

PAMEKASAN REGENCY POST APPLICATION OF MOVEMENT OF 
ISLAMIC COMMUNITY DEVELOPMENT 

The collapse of the New Order regime in 1998 was a new oasis for the 
democratic struggle in Indonesia. One of the backlashes of the reform movement that 
can be witnessed today, in addition to the return of the New Order and military forces 
in the political stage, also the rise of the Islamic shari'ah formalization movement in 
various regions. The movement for the formalization of the Islamic Shariah is based 
on the majority of Muslims in Indonesia. Indonesia as the majority of its population 
embraced Islam. So many local governments in Indonesia who dare to apply Islamic 
law on the basis of regional autonomy. 

According to the Constitution of the 1945 Constitution, based on the 
explanation it is stated that the Indonesian territory will be divided into provinces and 
provinces will be divided into regions based on the explanations of the smaller Local 
Governments. According to the principle of autonomy and duty of assistance with the 
principle of autonomy as wide as possible in the system and principles of NKRI, as 
intended in the 1945 Constitution. The issuance of Law No. 23 of 2014 on Regional 
Government as the implementation of regional autonomy, the Regional Government 
has wide authority in the management in the area. 

East Java is included in the list of provinces where the district government or 
city applies the Sharia Regulation. East Java as a regional area that many regulatory-
based regional regulations one of them some areas in Madura is Pamekasan District. 
The introduction of Sharia regulations or more termed the Gate of Greetings (Islamic 
Community Development Movement) in Pamekasan district has given new political 
currents and new nuances both in the political elite and in ordinary society, not only in 
law but also in symbols of Islam appear on the surface and can be accommodated well 
by the government and local communities when determining policies that are public 
both in the field of politics, Law, and Economics. 

 Analysis of political economy on the policy of sharia regulation in 
pamekasan, it can be concluded that the application of Islamic law in Pamekasan 
Regency with the motto of Gerbang Salam (Islamic Community Development 
Movement) born not merely look at the absolutism of Islam alone, but there is a long 
process underlying why religion is viewed need to be juxtaposed with a positive legal 
system that is understood to be minimal to moral values, which is the main problem in 
Pamekasan district now. Salam Gate in Pamekasan District is only in the form of an 
Appeal and a Collective Movement is also motivated by the birth of regional 
autonomy which gives little flexibility to local governments to manage and manage 
their respective regions Policy undertaken by local government pamekasan district to 
support the welfare of its people on the basis of this policy regional regulations that 
have been established on the basis of the value of maslahatan. All established local 
regulations have gone through a process based on prevailing political economic 
factors. The first factor on the basis of the influence of other regions which also 
equally apply the local regulations and the second factor based on the internal 
political and economic conditions that exist in Pamekasan district. 
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ABSTRAK 

POLITIK EKONOMI DAN KEUANGAN 
 PADA PERATURAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN 

PASCA PENERAPAN  
GERAKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT ISLAM  

Sejak diterbitkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Indonesia 
yang mempunyai competitive advantage kuantitas penduduk Muslimnya 
melatarbelakangi lahirnya perturan tersebut untuk menerapkan peraturan daerah 
syariah. Lantas, Apakah Masyarakat Muslim Indonesia akan mengalami keraguan 
dalam proses formalisasi syariat islam di daerah. Sebab peningkatan kesadaran akan 
formalisasi syariat islam notabenenya merupakan bentuk kewajiban agama dan untuk 
mencapai falah. Justru berdasarkan beberapa faktor dilapangan itulah yang 
menggugah rasa agar maslahat tercipta di masyarakat. Metode penelitian yang 
digunakan yaitu metode yuridis normatif dengan penedekatan perundang-undangan. 
Metode analisis yang digunakan untuk memecahkan masalah hukum yang ada adalah 
yuridis kualitatif. Hasil penelitian analisis ekonomi politik terhadap Kebijakan 
peraturan daerah syariah di pamekasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan 
syariat Islam di Kabupaten Pamekasan dengan motto Gerbang Salam (Gerakan 
Pembangunan Masyarakat Islami) lahir bukan sekedar memandang absolutisme 
agama Islam semata, namun disana ada proses panjang yang melatarbelakangi kenapa 
agama dipandang perlu disandingkan dengan sistem hukum positif yang dipahami 
minim akan nilai-nilai susila, yang menjadi masalah utama di Kabupaten Pamekasan 
sekarang. Gerbang Salam di Kabupaten Pamekasan hanya berbentuk Himbauan dan 
sebuah Gerakan Kolektif tersebut juga termotivasi oleh lahirnya otonomi daerah yang 
sedikit memberikan keleluasaan terhadap pemerintah daerah untuk mengatur dan 
mengelola daerahnya masing-masing. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah 
daerah kabupaten pamekasan untuk menunjang kesejahteraan rakyatnya. Karena 
secara hakikatnya, pengeluaran belanja biaya di peruntukkan untuk kebutuhan publik 
atas dasar inilah kebijakan peraturan daerah yang telah ditetapkan atas dasar nilai 
maslahatan. Semua kebijakan peraturan daerah yang ditetapkan telah melalui proses 
yang didasari pada faktor ekonomi politik yang berlaku. Faktor yang pertama atas 
dasar pengaruh dari daerah lain yang juga sama-sama telah menerapkan peraturan 
daerah dan faktor kedua berdasarkan internal kondisi politik dan ekonomi yang ada di 
kabupaten Pamekasan 

Kata Kunci: Politik Ekonomi dan Keuangan, Peraturan Daerah, Gerakan 
Pembangunan Masyarakat Islam      
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ABSTRACT 

�

ECONOMIC AND FINANCIAL POLITICS IN REGIONAL  GOVERNMENT 
PAMEKASAN REGENCY POST APPLICATION OF MOVEMENT OF 

ISLAMIC COMMUNITY DEVELOPMENT 

 

Since the issuance of Law no. 23 of 2014 concerning Local Government, Indonesia 
which has competitive advantage of its population quantity of Moslems behind the 
birth of the regulation is to apply syariah regulation. So, Will Muslim Society of 
Indonesia will experience doubts in the formalization process of Islamic syariat in the 
region. For increased awareness of the formalization of Islamic syariat notabenenya is 
a form of religious obligations and to achieve falah. Precisely based on several factors 
in the field that inspires a sense of maslahat created in the community. The research 
method used is the normative juridical method with the approach of legislation. The 
analytical method used to solve existing legal problems is qualitative jurisdiction. The 
result of research of political economy analysis on policy of syariah regulation in 
pamekasan, can be concluded that the application of Islamic law in Pamekasan 
Regency with the motto of Gerbang Salam (Islamic Community Development 
Movement) born not merely look at absolutism of Islam only, but there is a long 
process underlying why religion is considered necessary to be juxtaposed with a 
positive legal system that is understood to be minimal to moral values, which is the 
main problem in Pamekasan Regency now. Salam Gate in Pamekasan District is only 
in the form of an Appeal and a Collective Movement is also motivated by the birth of 
regional autonomy which gives little flexibility to local government to manage and 
manage their respective regions. Policies undertaken by the district government 
pamekasan to support the welfare of its people. Because essentially, the local 
regulations that have been set in designation for public needs on the basis of this 
policy of local regulations that have been established on the basis of value 
maslahatan. All established local regulations have gone through a process based on 
prevailing political economic factors. The first factor on the basis of the influence of 
other regions that have also equally applied the local regulations and the second factor 
based on the internal political and economic conditions that exist in the district 
Pamekasan 

Keywords: Political Economy and Finance, Regional Regulation, Islamic 
Community Development Movement 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin. 

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 

b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. 

1. Konsonan Tunggal 

No. Arab Latin Keterangan 

1 � - Tidak dilambangkan 

2 $ B % 

3 & T - 

4 ' ! s (dengan titik di atasnya) 

5 ( J - 

6 ) " h (dengan titik di bawahnya) 

7 * Kh - 

8 � D - 

9 � # z (dengan titik di atasnya) 

10 � R - 

11 + Z - 

12 , S - 

13 - Sy - 

14 . ��� s (dengan titik di bawahnya) 

15 / $ d (dengan titik di bawahnya) 

16 0 % t (dengan titik di bawahnya) 

17 � & z (dengan titik di bawahnya) 

18 1 � koma terbalik terletak di atas 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS POLITIK EKONOMI SYARIAH.... RIDAN MUHTADI



����
�

 
2. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap, termasuk tanda syiddah (  ) ditulis rangkap. 

Contoh: �� � ditulis innahu 

3. �������	
���di akhir kata 

3.1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap 

menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. 

Contoh:  ����	
 ditulis ������h 

3.2. Bila dihidupkan ditulis t 

Contoh: ��	��
���
���	  ditulis maktabatu��-������	 

4. Vokal Panjang 

Fathah (��	����������'������
���(��kasrah )��	�����������'������
���*����	�� dammah 

)��	��������+��'�����
����������,������
���-������ ditulis an-
��. 

5. Vokal pendek yang berurutan dipisahkan dengan tanda pisah (-) 

19 2 G - 

20 3 F - 

21 4 Q - 

22 5 K - 

23 � L - 

24 � M - 

25 6 N - 

26 � W - 

27 �/� H - 

28 � . Apostrof 

29 7 Y - 
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 ������ ditulis syai-i
�
���� 

6. Kata Sandang Alif+Lam 

Bila Alif + lam diikuti oleh huruf-huruf qamariyah, yang terkumpul dalam kata 

)�
����������������
������������������/��0���'�����
�������
���al. Sedangkan, bila diikuti 

oleh huruf syamsiyah (huruf hijaiyah selain huruf qamariyah), huruf lam diganti 

dengan huruf yang mengikutinya. 

7. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat, misalnya: 

1���������� ����	� ����� 0����������� ������ +����� )�'�� ���������� +��������� 

dalam satu kata menggunakan tanda pisah (-). 

 �����������	�������������� dibaca �������-��	���-��	��
���-��	�� 
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